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PEMERTNTAH KABUPATEN BUOL
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL

NOMOR 05 TAHUN 2OO8

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KECAMATAN

- 
*BUPATEN BUOL

Menimbang . a.

Mengingat l.

2.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan

Pembinaan Kemasyarakatan serta melaksanakan pelimpahan sebagian

Kewenangan Bupati, perlu membentuk Kantor Kecamatan Kabupaten Buol

bahwa Pembentukan Susunan Organisasi dan 'fata Kerja Kantor Kecamatan

yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003

tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah, perlu penataan kembali

karena belum cukup memberikan pedonran yang menyeluruh bagi

penyusunan dan pengendalian organisasi perangkat daerah yang dapat

menaflgani seluruh urusan pemerintahan, sehingga perlu dicabut dan

dibentuk Peraturan Daerah yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

b tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik lndonesia 'fahun 1974 Nomor

55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 304i)

sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999

Nomorl69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)'

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentar' I

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dal

Nepotisme'( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun I999 Nomor 75'

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 5 I 'l'ahun 1 999 tentang

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun l9o9

Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3900);

b

3.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005

tentang Penetapan Peraturan Pemerir,tah pengganti Undang-Undang Nomor

3 Tahun 2005 t6ntang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

teri?ang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Reputlik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah

Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten i Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan l.embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

474 t\.
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I)engan Persetuj uan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAII KAIIUPA EN BUOL

dan

BUPATI BUOI,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANTSASI DAN TATA

KERJA KANTOR KECAMATAN KABUPATEN BUOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

4.

Menetapkan

Pasnl I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten tsuol.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

. Pemerintahan Daerah.

Daerah sebagai unsur penyelenggara

);



3 Kepala Daerah adalah Bupati Buol'

4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DP&D adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah'

5'PemerintahanDaerahadalahPenyelenggaraanUrusanPemerintahanDaerahotonomoleh

pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip

otonom seluas-luasnya dalam sigem dan prinsip Negaia Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6. Seketariat Daerah adalah \Jnsur Staf Pemerintah Daerah'

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buol

8. Camat adalah Pimpinan Kecamatan.

9'KecamatanadalahWilayahkerjaCamatSebagaiPerangkatDaerahKabupaten'

10. i(elurahan adalah wilayah Kerja L,urah sebagai Perangkat Daerah Kablrpaten dalam wilayah

Kerja Kecamatan.

11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikr batas-batas wilayah yang berwenang

untukmengaturdanmenguruskepentinganmasyarakatsetempat,berdasarkanasalusuldan

adatistiadatsetempatyangdiakuidandihormatidalamsistempemerintahanNegaraKesatuan

Republik Indonesia.

12. Eselon tingkatan Jabatan Struktural

BAB II
KEDUDTIKANDAN TUGAS

Pasal 2

(1). Kecamatan merupakan Wilayah kerja Camat Sebaga'i Perangkat Daerah Kabupaten

(2)'KecamatandipimpinolehseorangCamatyangberkedudukandibawahdanbertanggung

jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 3

(1)'CamatmempunyaitugasmelaksanakankewenanganPenrerintaharryangdilimpahkanoleh,

Bupati untuk menangani sebagian utusan otonomi daerah'

(2). camat sebagarmana dimaksud pada ayat (1) juga menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan meliPuti

a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyaraKat;

b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perudang-undangan;

d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan'



lVlembina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan, dan

Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi mang lingkup tugasnya dan atau

yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahiai.

(3). Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) pasar ini, akan diatur rebi
lanjut dengan Peraturan Bupati.

. BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

- Pasal 4

(I) Susunan organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari K^epara Kantor, Sekretaris, paring banyak 5
(lima) Seksi dan Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian

(2) Kepala Kantor merupakan Jabatan struktural Eselon IIIa, Sekretaris Eselon IIIb, Seksi Eselon
IVa dan Kepara Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan Eselon IVb.

Pasal 5

(l) Susunan organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan Kabupaten Buol terdiri dari:
a. Camat

b. Sekretaris Kecamatur membawahi.

- Sub Bagian perencanaan dan program

- Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
- Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Seksi Pemerintahan.

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ( TRANTIBUI4 )
e. Seksi Ekonomi dan pembangunan ( EI(BANG )
f Seksi Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat

(2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari scjumlah tenaga teramprr. ciaram jenjang jabatan
Fungsional yang terbagi daram berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 6

Dalam melaksaiakan tugasnya camat, sekretaris, Kepala sub Bagian dan Kepara seksi
menerapkan prinsip -' prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasrdan simplifikasi baik intern
maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan lugas pokok masing_masing

Setiap Pimpinan Satuan organisasi di lingkungan Kantor Kecamaran rvajib nrelaksanakan
pengawasan melekat .

I

(l)

(2)
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{ Pasal 7

Pasrl 9

Struktur Organisasi Kantor Kecamatan tercantum dalam lampiran

terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini

yang rnerupakan bagian tak

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pnsal 10

Dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas camat sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
sesuai dengan Peraturan perundang _ undangan yang t,erlaku

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

pasal I I

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, maka peraturan or"rut, woro' 06 Tahun 2007 tentangPembentukan Susunan Organisasi dan Tata f.4a funtokembali dan dinyatakan tiaa-k oertaku. 
r Kecamatan Kabupaten Buol ditarik

(1)

(2)

Dalam hal camat berhalangan, Seketaris melakukan tugas-tugas camat sesuai Peraturan

Perundang-undangan Yang berlaku '

Dalam hal Sekretaris berhalangan tugas-tugas para Kepala Seksi berada dalam koordinasi

seorang Kepala Seksi yang diturjuk oleh Camat dengan memperhatikan senioritas dalam

daftar urut kePangketan (DUK)

' Pasal 8

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan *o:tot.1""oY"l 
l":":::T-:::::

mematuhi petunjuk yang diberikan dan benanggung jawab kepada atasan masing - masrng

serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

(2). Setiap laporan yang diterima dleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolz t

dan dipergunakan sebagai bahan peny'rsunan laporan sefia untuk rremberikan petunjuk

kePada bawahannYa'

J
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F- Pasal 12

H"l-hol y; belum diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akar

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agarsetiaporangmengetahuinya,riemerintahkanpengundanganPeraturanDaerahinidengan

pJn.mpatunnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL
TAHUN 2OOS NOMOR 05

di Buol
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LAMPIRAN : PERATURAN DAEMH IGBUPATEN BUOL
NOMOR 05 TAHUN2OOs
TANGGAL,t2 PEBRUARI 2OO8

S-JBUKTUR ORGANtSAst DAN TATA KERJAKANToR KECAMATAI,I xneIJpAiErt euoL

SEKSI
KETENTMMAN DAN KETERTIBAN

CAMAT

SEKSI

PEMERINTAHAN

SEKSI

EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

SEKSI
SOSIAL DAN

KESEJAHTERAAN MKYAT

I

E,


